
 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR   9  TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL                            

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN                                                  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS MERATUS JAYA IRON & STEEL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
Menimbang:  a. bahwa dalam rangka melakukan rasionalisasi penyertaan 

modal kepada pihak ketiga, pemerintah daerah 
melakukan evaluasi penyertaan modal yang telah 
diberikan; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, penyertaan modal kepada Perseroan 
Terbatas Meratus Jaya Iron & Steel tidak dapat 
dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang 
mengatur mengenai investasi daerah; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud                  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas 
Meratus Jaya Iron & Steel; 

 
Mengingat: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-
Undang  Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara 
lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      
Nomor 1106); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                  
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat                        
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 5533); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang  Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1                  
TAHUN 2009 TENTANG TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN                                                  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS MERATUS                               
JAYA  IRON & STEEL.  

 
 
 

Pasal  1 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah                        
Nomor 1 Tahun 2009 tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Meratus Jaya Iron & Steel 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal  2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 
 
 
 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal  23 Mei 2018 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

Ttd. 
 

SAHBIRIN NOOR 
 

 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  25 Mei 2018 
 
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
                KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

Ttd. 
 

ABDUL HARIS 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2018 NOMOR 9 
 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:  
(7-118/2018) 


